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ABSTRAK

. Proses Pencgakan Hukum terhadap Pelanggaran di walayah ruang udara yang
dilakukan oleh pesawat Sipil Asing negara kolong atas hak berdaulatnya dapat
melakukan tindakan intersepsi, dan tindakan forcedown. Tindakan ftersebut
berdasarkan prinsip kemanusiaan dan kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3
bis Konvensi Chicago. Mengenai Prosedur forcedown tersebut diatur dalam Pasal 8
Undang-Undang Penerbangan. Negara kolong juga berhak melakukan pengejaran
(tindakan hot persuif) sebagaimana diatar UNCLOS 111 dalam pasal 414, tindakan hot
persuit tersebut segera diberhentikan apabila melewati batas kedaulatan negara lain.

Efektifitas tindakan forcedown terhadap pelanggaran di ruang udara melalui
black flight :

a. Dalam hal Sanksi Administratif terhadap tindakan black flight, pengenaan biaya
landing fee yang diterapkan atas dasar SKEP/195/1X/2008, tidak efektif kafcna
tidak sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan No.1 Tahun 2009 dan biaya
Operasional untuk melakukan tindakan intersepsi dan forcedown.

b. Proses Pencgakan Hukum dalam hal penyidikan dan pcnychdika.n'lcrhadap
pelanggaran diwiayah ruang udara tidak cfcktlli, proses pcnylldlkan dan
penyelidikan melibatkan PPNS, tidak melibal.kan I'NI.Angkatan Udara yang
mempunyai kompetensi terhadap pelanggaran d! r.uang_wﬂayz‘lh L-u?ara.

¢. Tindakan forcedown terhadap Penerbangan Sipil Alsmg efektil penecrapannya,
karena memperhatikan prinsip keselamatan, kemanusiaan dan kedaulatan.
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hesimpulan

Tindakan tersebyt berdasarkan prinsip kemanusiaan dan kedaulatan

sebagaimana diatyr dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago. Mengenai
Prosedur  forcedown tersebut diatur dalam Pasal & Undang-Undang
Penerbangan. Negara kolong juga berhak melakukan pengejaran (tindakan
hot persuit) sebagaimana diatur UNCLOS [11 dalam pasal 414, tindakan hot
persuit tersebut segera diberhentikan apabila melewati batas kedaulatan
negara lain.
Efektifitas tindakan forcedown terhadap pelanggaran di ruang udara melalui
black flight
o Dalam hal Sanksi Administratif terhadap tindakan black flight
pengenaan bi.y‘mhymgdiwnpkmwdmr
/1X/2008, tidak efektif karena tidak sesuai dengan Undang-

SKEP/195
Undang Penerbangan No.l Tahun 2009 dan biaya Operasional untuk

melakukan tindakan intersepsi dan forcedown.
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